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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 20 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN TANAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses 

penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan 

untuk kepentingan umum diperlukan dokumen 

perencanaan pengadaan tanah yang berkualitas dan 

komprehensif; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyusunan 

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 



2020, No. 1138 
-2- 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5280); 

4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi 

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83); 

6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan 

Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 84); 

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA 

BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA 

PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PENGADAAN 

TANAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Instansi yang memerlukan tanah adalah Lembaga 

Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah 

Nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan 

Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus 

Pemerintah atau Badan Usaha yang mendapatkan kuasa 

berdasarkan perjanjian dari Lembaga Negara, 

Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, 

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan 

Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara 

yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam 

rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan 

umum. 

2. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah yang 

selanjutnya disebut DPPT adalah dokumen yang disusun 

dan ditetapkan oleh Instansi yang memerlukan tanah 

dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah 

berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan 

Tanah yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang 

dibentuk oleh Instansi yang memerlukan tanah untuk 

menyusun Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. 

4. Lembaga/Kalangan profesional adalah pihak yang 

mempunyai keahlian tertentu dalam membantu Instansi 
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yang memerlukan tanah menyusun Dokumen 

Perencanaan Pengadaan Tanah. 

5. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah 

dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang 

berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. 

6. Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW 

adalah hasil perencanaan tata ruang. 

7. Dampak sosial adalah perubahan lingkungan sosial dan 

keadaan sosial akibat dari kegiatan Pengadaan Tanah 

bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

8. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada 

lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan Pengadaan 

Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. 

9. Petugas Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah 

yang selanjutnya disebut Operator adalah pegawai yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional dan/atau Kepala Kantor Pertanahan untuk 

mengoperasikan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan 

Pengadaan Tanah. 

10. Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah adalah 

aplikasi/perangkat lunak berbasis internet yang 

dibangun dan dikembangkan sebagai basis data 

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di dalam 

sistem informasi Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 

11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri 

adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. 

12. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata 

ruang. 

13. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang 

selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi 
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vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional di provinsi yang berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

14. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal  Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di 

kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor 

Wilayah Badan Pertanahan Nasional. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: 

a. muatan DPPT; 

b. tata laksana penyusunan DPPT; 

c. pembiayaan; dan 

d. Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah.  

 

Pasal 3  

(1) Dalam menyusun DPPT, Instansi yang memerlukan 

tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi 

teknis terkait maupun Lembaga/Kalangan profesional 

yang bidang keilmuannya berkaitan dengan kegiatan 

penyelenggaraan pengadaan tanah. 

(2) Instansi teknis terkait maupun Lembaga/Kalangan 

profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mendukung dan membantu Instansi yang memerlukan 

tanah dalam penyusunan DPPT. 

(3) DPPT ditetapkan dan dipertanggungjawabkan oleh 

Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah. 

 

 

 

 


